
( 

bahwa berdaaarkan pertirnbangan sebsgaimaoa dirnaksud J 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten t 
S\llllba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum1 ' 

b. 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga 
tidak inempunyai ketentuan hukum mengikat, .maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomoi: 10 
Tahun 2011 ten tang Re1ribusi Jasa Umum , sebagaimana 

I telah diubah dengan Peraturan Daerah K.abupa.ten Sumba 
Timur Nam.or 10 Tahun 2014 tentang Peruheban Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sum~ Timur Nomor 10 ,. 
Tahun 20 U ten tang Re1ribusi Jasa Umum perlu dilakukan 
penyesuaian; 

telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang ' 

a. . bahwa Putusan JMabkaroah Konstitusi Nam.or 46/PUU- 
Xll/2014 yang amar putusannya membatalkan Pasal 124 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa 

tarif retribusi pengeodaUan rnenara telekomnoikasi yang 
ditetapkan 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara ' . 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NOMOR '- TAHUN 2017 
TENTANG 

ERUBnHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

U ATl UM A TIMU 

VIN I NU A T N ARA TIMUR 



lndon i Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

P mbentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Da r h-da rah ~ingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nus Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lem,baran 

. Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana 
telah diubah beberapa. kali terakhir dengan Un~g 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nam.or 58, Tamhaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Ka.bupa.ten Snmha Timur Tahun 2011 Nomor 215, 
Tambaban Lembaran Daerah Ka.bupaten Sumba Timur 
Nomor 406), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Perubaban Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lemba.ran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 
2014 Nomor 42, Tambaban Lem.be.ran Daenµl Ka.bupaten 

Sumha Timur Nomar 546)1 . 

P al 18 yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 



B. ediaan jasa merupak~n biaya operasional pengcndalian dan (2) iaya peny bagian bi yang 
telekomunikasi untuk menutup se iaya pengawasan menara . 

berkaitan langsung dengan penyelcnggaraan pelayanan. 

. . , . lekomunikasi dihitung dcngan (3) Besamya retribusi pengenda]1an menara te . . 

formula sebagai berikut: l 
RPMT = TP x TR~ 

Pasal 104 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retri~ pengendalian menara 

telekomunikasi tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa. yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan dimaksud. 

Pasal I 
Ketentuan dalam Pasal 104 Peraturan Daerah Kabupa.ten Sumba Timur Nomor 
10 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bumba Timur Tahun 2011 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur Nomor 406), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupa.ten Su.mba Timur Tahun 2014 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 546), t , 

disisipkan 1 (satu) ayat baru, ya.kni ayat (3a), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) 
diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut: 

I 

enetapkan PERATlJRAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATlJRAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 10 
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

MEMUTUSKAN : 

DEWA-.. PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATE SUMBA TIMUR 

dan 
BuPATI SUMBA TIMUR 

Ocngan Persetujuan Bersa.ma 





i RAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAE . 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR O'- / ,t>l':y 

SEKRETARIS DAERAH 
~ SUMBATIM~ 

ar setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n pengundangan Peraturan 

D~e:1 ini dengan ~nempatannya dala~ Lcmbaran Daerah Kabupaten S\11Ilba 

Ditetapkan di W aingapu 
pada tanggal t'1 J\lh .;2o I}' 

~ B ~~ TIMUR, f 
(q '>-\ 

Peraturan Daerah ini m.ulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5),merupakan nilai rupiah 
yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang 
berdasarkan pada biaya pengendalian dan pengawasan rnenara 
telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau 

menara bersama, letak geografis, ketingggian menara dan jarak tempuh 
menara. 



... 

~ 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR l,8io . 

.. .. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas. 
Pasal II 

Cukup jelasl 

bahwa tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 o/o (dua 
persen) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 ,Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana salah satu obyek 
retribusinya adalah pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, 
perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi 
penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, yang dala.m putusan dimaksud menegaskan 
, 

I. UMUM 

TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

, 
PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

NO MOR 2, TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA 


